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PENGANTAR 

 

Dokumen ini merupakan versi pendek dari Buku Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Wonosobo, sekaligus merupakan risalah 

penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016 Kabupaten Wonosobo. Ringkasan 

mencakup pendahuluan (kondisi geografis, demografis dan ekonomi Kabupaten 

Wonosobo), kebijakan pemerintahan daerah, kebijakan keuangan daerah, 

penyelenggaraan pemerintahan daerah (desentralisasi), penyelenggaraan tugas 

pembantuan serta tugas umum pemerintahan (penyelenggaraan urusan pemerintahan 

umum) pada tahun 2016. 

Dokumen ini berfungsi sebagai pelengkap dan merupakan acuan singkat (quick 

reference) dalam proses pembahasan LKPJ Tahun 2016 pada rapat 

paripurna/komisi/fraksi DPRD. Substansi dan konten dokumen ini bisa dilihat secara 

lebih komprehensif pada Buku LKPJ 2016 dan Lampiran Tabel Pelaksanaan Kegiatan 

APBD Tahun 2016.. 

Semoga dokumen ini mempermudah pembahasan tentang LKPJ dan bisa digunakan 

sebagai salah satu referensi untuk pemantauan kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah tahun 2016. 

 

 

Tim Penyusun 

LKPJ Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LKPJ 2016 – Ringkasan LKPJ 2016 

 

2 

1. KONDISI GEOGRAFIS, DEMOGRAFIS DAN EKONOMI KABUPATEN WONOSOBO 

Profil demografi dan ekonomi Kabupaten Wonosobo bisa dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1 

Data Penduduk Wonosobo Tahun 2016 

Berdasarkan Pencatatan Administratif Kependudukan 

No Kecamatan Laki-laki  Perempuan  Jumlah Persentase 

1 Wadaslintang  29.191  28.150             57.341  6,76 

2 Kepil            31.640             30.377             62.017  7,31 

3 Sapuran            29.406             28.086             57.492  6,78 

4 Kaliwiro            25.331             24.536             49.867  5,88 

5 Leksono            22.580             22.235             44.815  5,28 

6 Selomerto            26.185             25.480             51.665  6,09 

7 Kalikajar            34.120             32.166             66.286  7,81 

8 Kertek            43.842             41.981             85.823  10,12 

9 Wonosobo            45.191             44.104             89.295  10,53 

10 Watumalang            27.924             26.586             54.510  6,43 

11 Mojotengah            33.387             30.860             64.247  7,57 

12 Garung            29.041             26.881             55.922  6,59 

13 Kejajar            23.891             22.050             45.941  5,42 

14 Sukoharjo            18.378             17.277             35.655  4,20 

15 Kalibawang            14.214             13.239             27.453  3,24 

             434.321           414.008           848.329  100,00 

Sumber : Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017 

 

Tabel 1.2 

Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto 

Atas Dasar Harga Berlaku  Menut Lapangan Usaha Kabupaten Wonosobo 

Tahun  2014 – 2016 (Jutaan Rp) 

Kategori Uraian 2014)* 2015)** 2016)*** 

(1) (2) (6) (7) (7) 

A 
Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
4.298.968,03 4.668.672,00 5.142.729,48 

B Pertambangan dan Penggalian  120.297,90 131.036,34 140.877,84 

C Industri Pengolahan 2.211.013,74 2.404.988,17 2.528.529,09 

D Pengadaan Listrik dan Gas 4.086,00 4.182,30 4.640,40 

E 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

14.991,35 16.458,54 17.302,32 

F Konstruksi 800.192,94 892.610,33 972.750,93 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda 
2.194.016,42 2.348.430,61 2.551.521,52 
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Kategori Uraian 2014)* 2015)** 2016)*** 

Motor 

H Transportasi dan Pergudangan  647.921,66 718.909,40 781.547,29 

I 
Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
416.587,31 464.952,78 484.835,69 

J Informasi dan Komunikasi 136.464,71 148.223,89 159.196,67 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 381.020,78 437.629,46 490.423,82 

L Real Estate 191.572,37 212.050,21 229.210,55 

M,N Jasa Perusahaan 28.728,34 33.285,02 37.798,84 

O 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

341.924,39 374.462,20 404.498,82 

P Jasa Pendidikan 778.751,78 842.306,51 932.140,49 

Q 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 
169.701,10 191.085,02 213.992,83 

R,S,T,U Jasa lainnya 268.087,92 286.203,12 325.280,87 

  
 PRODUK DOMESTIK 

REGIONAL BRUTO 
13.004.326,75 14.175.485,91 15.417.277,46 

 

Tabel I.3 

Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan  Menurut 

Lapangan Usaha 

Kabupaten Wonosobo Tahun  2014 – 2016 (Jutaan Rp) 

Kategori Uraian 2014)* 2015)** 2016)*** 

(1) (2) (6) (7) (7) 

A 
Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
3.525.018,61 3.665.580,91 3.907.322,78 

B Pertambangan dan Penggalian  101.921,64 102.585,71 106.655,95 

C Industri Pengolahan 1.775.394,98 1.862.988,30 1.883.174,88 

D Pengadaan Listrik dan Gas 4.358,40 4.226,01 4.318,14 

E 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

14.186,69 15.121,79 15.450,37 

F Konstruksi 659.648,10 701.666,34 749.912,24 

G 

Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

1.958.338,23 2.040.784,91 2.139.763,83 
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Kategori Uraian 2014)* 2015)** 2016)*** 

H Transportasi dan Pergudangan  599.050,35 642.642,54 691.598,14 

I 
Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
341.229,63 366.625,62 365.388,23 

J Informasi dan Komunikasi 146.518,33 160.320,36 172.034,33 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 300.278,58 328.730,92 358.770,27 

L Real Estate 176.900,81 190.235,20 203.199,83 

M,N Jasa Perusahaan 23.982,82 26.423,04 28.965,69 

O 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

272.826,23 287.162,17 294.251,64 

P Jasa Pendidikan 561.432,81 591.947,11 635.358,88 

Q 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 
131.542,62 140.855,83 154.555,35 

R,S,T,U Jasa lainnya 235.127,62 242.405,08 260.877,48 

  
 PRODUK DOMESTIK 

REGIONAL BRUTO 
10.827.756,46 11.370.301,84 11.971.598,05 

 

2. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2016 periode tahun 

pertama dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 

2016-2021. Visi yang ditetapkan ”TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, 

MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”. Untuk mewujudkan visi tersebut dicapai 

melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara; 

2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

3. Meningkatkan kemandirian daerah; 

4. Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang 

merata ; dan  

5. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan 

daerah. 

Maka untuk tahun 2016 ditetapkanlah Tema Pembangunan Kabupaten Wonosobo yaitu: “ 
Peningkatan Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah Yang Didukung Oleh 
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Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas Untuk Kesejahteraan Masyarakat”dengan 

fokus pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 sebagai 

berikut : 

1. Penanganan darurat dan kebencanaan, yang difokuskan pada  pembangunan pasar induk 

Wonosobo, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan 

penanggulangan bencana; 

2. Infrastruktur dan Lingkungan, yang difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas 

jalan, jembatan, listrik dan irigasi (JALI), air besih dan sanitasi serta  pencapaian 

sustainable development goals (SDGs). 

3. Penguatan ekonomi dan ketahanan pangan, yang difokuskan pada pengembangan 

investasi, peningkatan produksi, dan pemerataan distribusi melalui skema OVOP/ODOP, 

pertanian terpadu dan IKM terintegrasi. 

4. Pariwisata dan ekonomi kreatif, yang difokuskan pada peningkatan kualitas destinasi dan 

industri pariwisata dan wisata kota, untuk mendorong jumlah kunjungan wisata dan 

menambah lama masa tinggal (length of stay) wisatawan di Wonosobo.  

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia,  baik pada aspek khusus menyangkut SDM 

usia sekolah maupun usia kerja yang menyangkut peningkatan kualitas rohani dan 

jasmani untuk mendorong daya saing Wonosobo, seiring penerapan Masyarakat Ekonomi 

ASEAN. 

6. Tata kelola pemerintahan, dengan fokus penguatan sistem penopang bagi reformasi 

birokrasi, termasuk data, sistem informasi, serta pemanfaatan e-government bagi layanan 

publik terutama di kecamatan.  

 

3. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  

Risalah pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD tahun 2016 bisa dilihat pada table berikut :  
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Tabel 3.1 

Uraian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 

NO. 

URUT 
URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / (KURANG) 

1 
 

2. 3. 4. 5. 

1 PENDAPATAN 1.723.957.430.560,00  1.575.601.733.680,00  (148.355.696.880,00) 

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 177.947.569.560,00  199.894.667.510,00  21.947.097.950,00  

1 . 1 . 1   Pendapatan Pajak Daerah 27.612.500.000,00  30.274.645.410,00  2.662.145.410,00  

1 . 1 . 2   Hasil Retribusi Daerah 9.918.981.500,00  11.013.505.521,00  1.094.524.021,00  

1 . 1 . 3   Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

11.876.999.390,00  12.070.308.915,00  193.309.525,00  

1 . 1 . 4   Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 128.539.088.670,00  146.536.207.664,00  17.997.118.994,00  

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.223.065.453.000,00  1.079.170.500.015,00  (143.894.952.985,00) 

1 . 2 . 1   Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 38.219.809.000,00  38.789.323.015,00  569.514.015,00  

1 . 2 . 2   Dana Alokasi Umum 841.407.175.000,00  841.407.175.000,00  0,00  

1 . 2 . 3   Dana Alokasi Khusus 343.438.469.000,00  198.974.002.000,00  (144.464.467.000,00) 

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 322.944.408.000,00  296.536.566.155,00  (26.407.841.845,00) 

1 . 3 . 1   Pendapatan Hibah 6.000.000.000,00  5.940.000.000,00  (60.000.000,00) 

1 . 3 . 3   Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Lainnya 

100.681.550.000,00  79.333.708.155,00  (21.347.841.845,00) 

1 . 3 . 5   Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 

Daerah Lainnya 

66.209.389.000,00  61.209.389.000,00  (5.000.000.000,00) 

1 . 3 . 6   Dana Desa 150.053.469.000,00  150.053.469.000,00  0,00  

    JUMLAH PENDAPATAN 1.723.957.430.560,00  1.575.601.733.680,00  (148.355.696.880,00) 
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Tabel 3.2 

Uraian Pendapatan Menurut Organisasi Pengelola Pendapatan 

Tahun Anggaran 2016 

NO SKPD 
ANGGARAN SETELAH 

PERUBAHAN REALISASI 
BERTAMBAH/ 

(BERKURANG) 

1 2 3 4 5 

1 
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN 

OLAH RAGA 
1.000.000,00  4.309.019,00  3.309.019,00  

2 DINAS KESEHATAN 37.582.972.920,00  37.301.195.091,00  (281.777.829,00) 

3 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) 

SETJONEGORO 
72.000.000.000,00  76.344.703.018,00  4.344.703.018,00  

4 DINAS SUMBERDAYA AIR DAN BINA MARGA 290.000.000,00  924.041.750,00  634.041.750,00  

5 DINAS CIPTAKARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN 85.000.000,00  119.198.900,00  34.198.900,00  

6 KANTOR PERHUBUNGAN 1.077.000.000,00  1.176.246.300,00  99.246.300,00  

7 
KANTOR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL 
600.000.000,00  542.270.000,00  (57.730.000,00) 

8 KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 5.000.000,00  6.100.000,00  1.100.000,00  

9 
KANTOR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN 

MENENGAH 
10.000.000,00  10.766.630,00  766.630,00  

10 
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

PERIJINAN TERPADU 
1.165.730.000,00  851.870.113,00  (313.859.887,00) 

11 SEKRETARIAT DAERAH 30.471.215.140,00  44.276.230.015,00  13.805.014.875,00  

12 DINAS PENDAPATAN DAERAH 33.334.616.000,00  36.644.465.518,00  3.309.849.518,00  

13 PPKD 1.546.009.861.000,00  1.375.707.066.170,00  (170.302.794.830,00) 

14 KECAMATAN WONOSOBO 342.620.500,00  437.975.000,00  95.354.500,00  

15 KECAMATAN KERTEK 120.200.000,00  155.383.000,00  35.183.000,00  
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NO SKPD 
ANGGARAN SETELAH 

PERUBAHAN REALISASI 
BERTAMBAH/ 

(BERKURANG) 

1 2 3 4 5 

16 KECAMATAN SELOMERTO 213.315.000,00  321.698.500,00  108.383.500,00  

17 KECAMATAN LEKSONO 175.400.000,00  192.890.000,00  17.490.000,00  

18 KECAMATAN WATUMALANG 47.200.000,00  16.350.000,00  (30.850.000,00) 

19 KECAMATAN MOJOTENGAH 53.900.000,00  101.505.000,00  47.605.000,00  

20 KECAMATAN GARUNG 8.300.000,00  11.550.000,00  3.250.000,00  

21 KECAMATAN KEJAJAR 32.800.000,00  47.800.000,00  15.000.000,00  

22 KECAMATAN KALIKAJAR 31.400.000,00  65.650.000,00  34.250.000,00  

23 KECAMATAN SAPURAN 61.500.000,00  102.700.000,00  41.200.000,00  

24 KECAMATAN KEPIL 8.400.000,00  39.850.000,00  31.450.000,00  

25 KECAMATAN KALIWIRO 8.700.000,00  15.790.000,00  7.090.000,00  

26 KECAMATAN WADASLINTANG 22.000.000,00  2.200.000,00  (19.800.000,00) 

27 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 16.000.000,00  19.770.000,00  3.770.000,00  

28 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 183.300.000,00  162.159.656,00  (21.140.344,00) 

  JUMLAH PENDAPATAN 1.723.957.430.560,00  1.575.601.733.680,00  (148.355.696.880,00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LKPJ 2016 – Ringkasan LKPJ 2016 

 

9 

Tabel 3.3 

Uraian Belanja 

Tahun Anggaran 2016 

No. 
Urusan Pemerintahan 

Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Jenis Belanja 

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.152.437.491.876 899.782.174.572 

1 Pendidikan 729.907.351.232 578.775.697.068 

  Belanja Langsung 61.826.455.600 60.758.844.495 

  Belanja Tidak Langsung 668.080.895.632 518.016.852.573 

2 Kesehatan 76.183.962.800 72.076.855.768 

  Belanja Langsung 38.189.015.800 35.693.341.141 

  Belanja Tidak Langsung 37.994.947.000 36.383.514.627 

3 Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang 

326.479.714.119 230.254.594.810 

  Belanja Langsung 326.479.714.119 230.254.594.810 

  Belanja Tidak Langsung         

-  

        

-  

4 Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Pemukiman 

1.859.671.300 1.821.216.860 

  Belanja Langsung 1.859.671.300 1.821.216.860 

  Belanja Tidak Langsung -  -  

5 Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan perlindungan Masyarakat 

14.880.405.850 14.268.201.735 

  Belanja Langsung 6.954.598.850 6.765.404.695 

  Belanja Tidak Langsung 7.925.807.000 7.502.797.040 

6 Sosial 3.126.386.575 2.585.608.331 

  Belanja Langsung 3.126.386.575 2.585.608.331 

  Belanja Tidak Langsung  -  -  

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 93.596.551.010 81.367.692.813 

1 Tenaga Kerja 7.726.830.000 7.082.574.689 

  Belanja Langsung 3.670.330.000 3.425.017.355 

  Belanja Tidak Langsung 4.056.500.000 3.657.557.334 

2 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

1.206.500.000 1.199.737.500 

  Belanja Langsung 1.206.500.000 1.199.737.500 

  Belanja Tidak Langsung -  -  

3 Pangan 4.352.046.800 2.038.880.516 

  Belanja Langsung 4.352.046.800 2.038.880.516 

  Belanja Tidak Langsung                           -  -  

4 Pertanahan 380.000.000 338.223.635 

  Belanja Langsung 380.000.000 338.223.635 

  Belanja Tidak Langsung -  -  

5 Lingkungan Hidup 15.055.985.560 11.641.747.661 
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No. 
Urusan Pemerintahan 

Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Jenis Belanja 

  Belanja Langsung 8.654.760.200 6.593.826.249 

  Belanja Tidak Langsung 6.401.225.360 5.047.921.412 

6 Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

7.144.569.000 6.318.390.237 

  Belanja Langsung 3.264.123.000 2.628.063.287 

  Belanja Tidak Langsung 3.880.446.000 3.690.326.950 

7 Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa 

11.543.159.000 10.503.422.811 

  Belanja Langsung 9.284.980.000 8.912.725.479 

  Belanja Tidak Langsung 2.258.179.000 1.590.697.332 

8 Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencanan 

14.798.621.400 13.848.035.899 

  Belanja Langsung 4.171.743.400 3.849.531.953 

  Belanja Tidak Langsung 10.626.878.000 9.998.503.946 

9 Perhubungan 4.905.984.600 4.635.721.812 

  Belanja Langsung 2.356.726.600 2.245.167.172 

  Belanja Tidak Langsung 2.549.258.000 2.390.554.640 

10 Komunikasi dan informatika 1.310.000.000 1.163.127.180 

  Belanja Langsung 1.310.000.000 1.163.127.180 

  Belanja Tidak Langsung         

-  

        

-  

11 Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah 

5.551.807.500 4.850.994.889 

  Belanja Langsung 3.099.982.500 3.025.900.475 

  Belanja Tidak Langsung 2.451.825.000 1.825.094.414 

12 Penanaman Modal 3.528.370.000 3.367.527.856 

  Belanja Langsung 1.335.507.500 1.303.247.337 

  Belanja Tidak Langsung 2.192.862.500 2.064.280.519 

13 Kepemudaan dan Olahraga 7.865.500.000 6.850.524.790 

  Belanja Langsung 7.865.500.000 6.850.524.790 

  Statistik         

-  

        

-  

14 Statistik 85.000.000 82.715.000 

  Belanja Langsung 85.000.000 82.715.000 

  Belanja Tidak Langsung -  -  

15 Persandian -  -  

  Belanja Langsung -  -  

  Belanja Tidak Langsung  -   -  

16 Kebudayaan 520.000.000 519.395.000 

  Belanja Langsung 520.000.000 519.395.000 

  Belanja Tidak Langsung                 
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No. 
Urusan Pemerintahan 

Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Jenis Belanja 

-  -  

17 Perpustakaan 7.234.977.150 6.593.204.338 

  Belanja Langsung 4.479.075.150 4.070.775.533 

  Belanja Tidak Langsung 2.755.902.000 2.522.428.805 

18 Kearsipan 387.200.000 333.469.000 

  Belanja Langsung 387.200.000 333.469.000 

  Belanja Tidak Langsung -  -  

Urusan Pilihan 41.701.441.551 35.785.180.115 

1 Kelautan dan Perikanan 1.402.032.000 752.250.000 

  Belanja Langsung 1.402.032.000 752.250.000 

  Belanja Tidak Langsung                              -                               -  

2 Pariwisata 1.570.544.150 1.541.006.187 

  Belanja Langsung 1.570.544.150 1.541.006.187 

  Belanja Tidak Langsung                              -                               -  

3 Pertanian 26.894.367.001 23.592.487.491 

  Belanja Langsung 7.020.337.001 6.824.004.964 

  Belanja Tidak Langsung 19.874.030.000 16.768.482.527 

4 Energi dan Sumberdaya Mineral 1.400.000.000 736.072.100 

  Belanja Langsung 1.400.000.000 736.072.100 

  Belanja Tidak Langsung                              -                               -  

5 Perdagangan 7.518.311.400 7.162.557.293 

  Belanja Langsung 5.697.571.400 5.572.391.900 

  Belanja Tidak Langsung 1.820.740.000 1.590.165.393 

6 Perindustrian 2.716.187.000 1.807.952.836 

  Belanja Langsung 2.716.187.000 1.807.952.836 

  Belanja Tidak Langsung -  -  

7 Transmigrasi 200.000.000 192.854.208 

  Belanja Langsung 200.000.000 192.854.208 

  Belanja Tidak Langsung                              -                               -  

Fungsi Penunjang 26.908.436.996 22.472.269.136 

1 Perencanaan 10.442.102.986 9.308.228.019 

  Belanja Langsung 7.064.635.986 6.039.350.445 

  Belanja Tidak Langsung 3.377.467.000 3.268.877.574 

2 Keuangan 10.184.562.000 9.240.541.839 

  Belanja Langsung 10.184.562.000 9.240.541.839 

  Belanja Tidak Langsung                              -                               -  

3 Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan 

5.330.977.100 3.182.757.168 

  Belanja Langsung          5.330.977.100           3.182.757.168  

  Belanja Tidak Langsung -  -  
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No. 
Urusan Pemerintahan 

Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Jenis Belanja 

4 Penelitian dan Pengembangan 950.794.910 740.742.110 

  Belanja Langsung 950.794.910 740.742.110 

  Belanja Tidak Langsung                              -                               -  

Fungsi Lain 15.205.428.200 14.147.907.365 

1 Kerjasama Daerah 185.000.000 123.292.220 

  Belanja Langsung 185.000.000 123.292.220 

  Belanja Tidak Langsung -  -  

2 Pengawasan 2.024.175.000 1.979.487.484 

  Belanja Langsung 2.024.175.000 1.979.487.484 

  Belanja Tidak Langsung                              -                              -  

3 Hukum dan Penataan Peraturan 

Perundang-undangan 

12.996.253.200 12.045.127.661 

  Belanja Langsung 12.996.253.200 12.045.127.661 

  Belanja Tidak Langsung -  -  
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4. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH (DESENTRALISASI) 

Tabel 1.7 

Perubahan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai UU NO. 23 tahun 2014 

No. Urusan Pemerintahan SKPD Pelaksana (Lama) SKPD Pelaksana (Baru) 

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 

1 Pendidikan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

2 

 

Kesehatan 

  

1. Dinas Kesehatan 1. Dinas Kesehatan 

2. RSUD Setjonegoro 2. RSUD Setjonegoro 

3 Pekerjaan umum dan Penataan 

Ruang 

 

1. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 

2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan 

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang 

2. Bappeda  

 

4 Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman 

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Dinas Perumahan, Permukiman, dan 

Perhubungan 

 

5 Kententraman, Ketertiban Umum 

dan Perlindungan Masyarakat 

1. BPBD  

2. Kantor Kesbangpol 

3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 

1. BPBD 

2. Kantor Kesbangpol 

3. Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Linmas 

 

6 Sosial Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 

Daerah 

1. Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Sekretariat Daerah 

2. Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 
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No. Urusan Pemerintahan SKPD Pelaksana (Lama) SKPD Pelaksana (Baru) 

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 

1. Tenaga Kerja Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan 

Transmigrasi 

2 Pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak 

Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Dinas Kependudukan, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak 

3 Pangan Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan Sekretariat 

Daerah 

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 

4 Pertanahan Bagian  Pemerintahan Sekretariat  Daerah Dinas Perumahan, Permukiman, dan 

Perhubungan 

5 Lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

6 Adminstrasi Kependudukan dan 

capil 

Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil 

7 Pemberdayan masyarakat dan 

Desa 

Kantor Pemberdayaan Masyarakat  Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat  

8 Pengendalian penduduk dan 

Keluarga Berencana 

BKB PP dan PA Dinas Kependudukan, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak 

9 Perhubungan Kantor Perhubungan Dinas Perumahan, Permukiman, dan 

Perhubungan 

10 Komunikasi dan Informatika Bagian Komtel Dinas Komunikasi dan Informatika  

11 Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah 

Kantor Koperasi dan UMKM Dinas Perdagangan, Koperasi dan 

UMKM 
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No. Urusan Pemerintahan SKPD Pelaksana (Lama) SKPD Pelaksana (Baru) 

12 Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu 

1. Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

2. Bagian Perekonomian Setda 

13 Kepemudaan dan olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

14 Statistik Bappeda 1. Dinas Komunikasi dan Informatika 

2. Bappeda 

15 Persandian Bagian Humas dan UmumSetda Dinas Komunikasi dan Informatika 

16 Kebudayaan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

17 Perpustakaan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Daerah 

18 Kearsipan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Daerah 

URUSAN PILIHAN 

1 Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 

2 Pariwisata Kantor Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

3 Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 

4 Energi dan sumberdaya mineral Bappeda Dinas Perumahan, Permukiman, dan 

Perhubungan 
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No. Urusan Pemerintahan SKPD Pelaksana (Lama) SKPD Pelaksana (Baru) 

5 Perdagangan Kantor  Perindustrian dan Perdagangan  Dinas Perdagangan, Koperasi dan 

UMKM 

6 Perindustrian Kantor Perindustrian dan Perdagangan  Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan 

Transmigrasi 

7 Transmigrasi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan 

Transmigrasi 

FUNGSI PENUNJANG 

1 Perencanaan Pembangunan Bappeda 

Bagian Dalbang Setda 

Bappeda 

Bagian Dalbang setda 

2 Keuangan Bagian Keuangan Setda 

Dinas Pendapatan Daerah 

BPPKAD 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Setda 

3 Kepegawaian dan Diklat Bagian Orpeg Setda BKD 

4 Penelitian dan Pengembangan Bappeda Bappeda 

FUNGSI LAIN 

1 Kerjasama Daerah Bagian Pemerintahan Setda Bappeda 

Bagian Pemererintahan  SETDA 

2 Pengawasan Inspektorat Inspektorat 

3 Hukum Dan Penataan Peraturan 

Perundang-Undangan 

Bagian Hukum SETDA Bagian Hukum SETDA 
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5. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN  

Tugas Pembantuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah pasal 1 ayat 11 dijelaskan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari 

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan  pemerintahan  

yang menjadi  kewenangan Pemerintah  Pusat  atau  dari Pemerintah  Daerah  Provinsi  kepada 

daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  

kewenangan daerah Provinsi. Konsekuensi dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, kebijakan maupun alokasi Tugas 

Pembantuan terhadap Kabupaten/ Kota perlahan mulai bergeser dan berkurang. Pada tahun 

2016 Tugas Pembantuan yang diterima oleh Kabupaten Wonosobo dari Pemerintah Pusat 

melalui Kementerian terkait yang dialokasikan di APBN Tahun 2016 sejumlah Rp. 

5.967.000.000,-. melalui pelaksanaan  Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan 

Sarana Pertanian dan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

 

6. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH  

Urusan  umum pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 25 

merupakan urusan yang dilaksanakan oleh Bupati dibantu oleh instansi vertikal yang ada di 

Kabupaten Wonosobo. Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan meliputi:  

a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan 

pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; 

c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya 

guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional; 

d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah 

provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;  dan 

g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Derah dan 

tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. 
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7. PENUTUP  

Proses penyelenggaraan pemerintahan Daerah tahun 2016 mempedomani dokumen RKPD 

2016. Adapun ikhtisar keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten 

Wonosobo tahun 2016, yang merupakan tahun ke-1 dari tahapan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 adalah sebagai berikut: 

1. Pendapatan dianggarkan sebesar Rp 1.723.957.430.560,00 dapat direalisasi sebesar 

Rp.1.575.601.733.680,00 atau 91,39% yang berarti kurang dari anggaran sebesar 

Rp.148.355.696.880,00 

2. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 setelah Perubahan sebesar 

Rp.1.945.936.335.686,00 dapat direalisasi Rp.1.619.140.120.460,00atau 83,21% kurang 

dari anggaran sebesar Rp.326.796.215.226,00. 

3. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Pembiayaan Penerimaan direncanakan sebesar Rp.238.009.495.126,00 dapat direalisasi 

sebesar Rp.238.104.871.956,00 atau 100,04%, lebih dari anggaran sebesar 

Rp.95376.830,00 yang terdiri dari : 

 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) direncanakan Rp. 

238.009.495.126,00  dapat direalisasi sebesar  Rp. 238.041.000.846,00.  

 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah direncanakan Rp0,00 dapat 

direalisasi sebesar Rp. 63.871.010,00. 

b. Pembiayaan Pengeluaran direncanakan sebesar Rp.16.030.590.000,00 dapat direalisasi 

sebesar  Rp.16.030.590.000,00 atau 100,00 % berupa : 

 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan dianggarkan 

Rp.16.030.590.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp.16.030.590.000,00  atau 

100,00% 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2016 sebesar 

Rp.178.535.895.176,00 

Sebagaimana disampaikan di bab 2 Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Belanja 

APBD sebagaimana diuraikan di atas digunakan untuk mendanai semua urusan pemerintahan 

daerah berdasarkan pemrioritasan RPJMD 2016-2021 pada tahapan tahun 2016. 

Sesuai dengan kerangka logis RPJMD tersebut, input dana pembangunan melalui  belanja 

APBD, secara akumulatif memiliki pengaruh terhadap capaian indikator makro pembangunan 

Wonosobo pada tahun 2016. Secara berkesinambungan, diharapkan target bisa tercapai sesuai 

dengan tahapan RPJMD 2016-2021. 

Sebagai catatan akhir, capaian penyelenggaraan pemerintahan tahun 2016 masih terdapat 

beberapa kelemahan, dan harus diperbaiki di masa mendatang. Bagaimanapun, beberapa hasil 

yang dicapai tahun 2016 ini semoga bisa memberikan basis yang lebih kuat bagi 

pembangunan Kabupaten Wonosobo di tahun mendatang, pada periode masa pemerintahan 

di bawah kepemimpinan pasangan Bupati Eko Purnomo, S.E., M.M. bersama Wakil Bupati Ir. 



LKPJ 2016 – Ringkasan LKPJ 2016 

 

19 

Agus Subagiyo, M.Si., berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021. Oleh 

karena itu, jajaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo terbuka untuk menerima evaluasi objektif, 

saran, masukan konstruktif dan alternatif solusi dari berbagai pihak untuk perbaikan 

penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan, sesuai visi “Wonosobo bersatu untuk maju, 

mandiri, dan sejahtera untuk semua”. 


